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Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk
menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Sumber keuangan daerah yang memiliki
peranan sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pungutan daerah yaitu pajak daerah
dan retribusi daerah. Pada pel aksanaannya banyak peraturan daerah tentang pungutan daerah yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemberian kewenangan dalam melakukan
pemungutan pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pembinaan dari pemerintah
pusat agar pelaksanaanya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam
hal ini dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan. Kota Bekasi
sebagal salah satu Kota yang terus berkembang, memiliki potensi akan pajak daerah dan retribusi daerah
yang terus tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas efektivitas kegiatan
pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementrian Keuangan pada
Pemerintah Kota Bekasi. Peneliti menemukan kegiatan pembinaan terhadap pemerintah Kota Bekasi belum
mencapal efektif, hal ini dilihat dari masih kurangnya pemahaman dalam menghasilkan peraturan daerah
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pungutan daerah.

...... Decentralization of fiscal gives authority and responsibility to local governments to explore and manage
the financia resources of the region. Source of local finance which has a pivotal role in the implementation
of fiscal decentralizationislocal levies that formin local taxes and user charges. In practice, many local
regulations on local levies opposed to the legislation in national level. For that, granting authority in making
the collection of taxes and charges to the local government must be accompanied by guidance from central
government so that its implementation does not conflict with national legal provisions applicable, in the
case thisis done by the Directorate of Regional Tax and Retribution Ministry of Finance. Bekas as one of
grow up municipal, has the potential for local taxes and user charges that continue to grow. This study aims
to provide an overview of the effectiveness of supervision activities undertaken by The Directorate of
Regional Tax and Retribution in the Ministry of Finance to Bekasi Municipality. Researchers found that
the supervision activities at the Bekasi Municipality has not been reached effectively, it is seen from the
lack of understanding in producing local regulations in accordance with the laws and principles of local tax
and user charges.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20303017&lokasi=lokal

